
Perarucan Menten.. )-.
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J. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat IIdan Kotapraja di Sumatera
Sclatan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambaban Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara
RepubJik Indonesia Nomor 5679);

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Paw 5 ayat (3)
Peraturan Daerah Kota Palernbang Nomor 3 Tahun 20'11
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, sejaJan
dcngan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
150/PMK.03/2010 tentang KIasifikasi dan Pcnetapan
NJOP, perlu menetapkan Pcraturan Walikota PaJembang
tentang K1asifikasi dan Besarnya Nilai JuaJ Objek Pajak
sebagai Dasar Pengenaan Pajak l3umi dan Bangunan
Perkotaan;

DENGAN RAHMATTUHJ\N YANGMAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,
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7. Nilai Tndilcnsi ..

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalahWalikota Palembang.

2. Pajak Bumi dan Dangullan Perkotaan adalah paiak atas
bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/
atau dimanfaatkan olch orang pribadi/ badan, kecuall
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

3. Bumi adalah perrnukaan bumi yang meliputi tanah dan
perairan pedalamanserta lautan wilayah kota.

4. Dangunan adalah kontruksi tcknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan
pedaJamandan/ atauJaut.

5. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP,
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi juaJ
beli yang terjadi secarawajar, dan bilamana tidak tcrdapat
transaksi jualbeli, NJOP ditentukan melalui perbandingan
harga dcngan objek lain yAng sejenis, atau NiJai Perolehan
Baru, atau NJOPpengganti.

6. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang sclanjutnya
disingkat DBKB adalah daftar yang dibuat untuk
memudahkan pcrhitungan nilai bangunan berdasarkan
pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama
danl atau komponen fasilitas material bangunan dan/
atau biaya komponen fasilitas material bangunan dan/
atau biaya komponcn fasilitas bangunan.

I3I\B I

KETENTUANUMUM

Pasal I

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG KLASIFIKl\SI DI\N
I3ESARNYANILAl JUI\L OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR
PENGENMN PAJAKBUMI DANBANGUNANPERKOTAAN

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010
tentang KlasiIikasi dan PenetapanNilai Jual Objek PHjak
Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
[Berita NegaraRepublik InonesiaTahun 2010 Nomor417);

5. Peraturan Daerah Kota PalembangNomor 3 Tahun 2011
tcntang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran
OaerahKota PalembangTahun 2011 Nomor3 Seri 13);
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Penetapan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam
Lampiran I sampai dengan Lampiran XVI yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

(4) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
digunakan scbagai dasar pcnetapan NJOPBangunan setiap
tahun.

(3) DBKB digunakan sebagai dasar pcrhitungan nilai
bangunan.

pada ayat (1)
Rata-rata dalam

(2) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud
ditctapkan berdasarkan Nilai Tndikasi
suatu Zona Nilai Tanah,

(I) NJOP Pajak Bumi dan Bangunan meliputi NJOP Bumi dan
NJOPBangunan.

Pasal3

WaJikota mcnetapkan NJOP Pajak Bumi Dan Bangunan
Perkotaan sebagai dasar pengcnaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perkotaan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak
tertcntu dapat ditetapkan setiap tahun scsuai dengan
perkembangan wilayahnya.

Pasal2

BAB 1I

PENETAPANNJOP
PA.JAKBUMl DANBANGUNANPERKOTAAN

7. Nilai lndikasi Rata-rata adalah nilai pasar rata-rata yang
dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah.

8. Zona Nilai Tanah adalah zona geografis yang terdiri atas
sekelompok objek pajak yang mempurryai suatu Nilai
Indikasi Rata-rata yang dibatasi olch batas penguasaan/
pemiJikan objek pajak dalarn satu wilayah adrninistrasi
kelurahan, dengan penentuan batas Zona Nilai Tanah tidak
terkait kepada batas blok.



KURNIAWAN
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2016 NOMOR \ 9

.Diundangkan di Palembang
pada tanggal a.9 jvni 2016
Pit. SEKERTARIS DAERAH

PANG.

HARNOJOYO

•\VALIKOT PALEMBANG,

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal ~ :>vni 20lt)

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kola Palembang.

Pcraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan,

Pasal 6

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai bcrlaku maka
Peraturan Walikota Palcmbang Nomor 65 Tahun 2014 tentang
Klasiflkasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar
Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 (Berita
Daerah Kota Palembang Tahun 2014 Nomor 65), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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